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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kepatuhan hukum restoran dan kafe di Yogyakarta
terhadap kewajiban pembayaran royalti musik sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Penelitian
ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan signifikan antara das sollen dan das sein, di
mana sejumlah restoran dan kafe di Yogyakarta memilih menghentikan pemutaran
musik guna menghindari kewajiban pembayaran royalti. Fenomena ini dikenal
sebagai kepatuhan preventif dan menunjukkan adanya resistansi pelaku usaha
terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pencipta
musik yang kehilangan hak ekonominya, tetapi juga mencerminkan rendahnya
kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha di bidang hak cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologis-empiris untuk mengungkap
perilaku kepatuhan nyata di lapangan. Penelitian menggunakan data primer yang
diperolen melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha, musisi, dan
regulator, serta data sekunder berupa bahan hukum dan literatur terkait. Data
dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum dari Soerjono Soekanto dan
Herbert Kelman untuk memahami dimensi psikologis dan sosial di balik kepatuhan
atau ketidakpatuhan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti musik dan menilai
tingkat kepatuhan restoran dan kafe di Yogyakarta ditinjau dari prinsip kepatuhan
hukum yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kewajiban pembayaran
royalti musik telah diatur secara komprehensif dengan tarif sebesar Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah) per kursi per tahun. Kedua, tingkat kepatuhan
restoran dan kafe di Yogyakarta masih rendah, dari sepuluh pelaku usaha yang
diteliti, sembilan di antaranya belum membayar royalti. Perilaku yang dominan
adalah compliance yang didorong oleh keinginan menghindari sanksi, bukan
internalization atas kesadaran hak cipta. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya
pengetahuan hukum, persepsi tarif yang memberatkan, dan kurangnya transparansi
mekanisme pembayaran serta distribusi royalti.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti Musik, Restoran/Kafe, Kepatuhan Hukum



ABSTRACT

This research examines the legal compliance of restaurants and cafes in
Yogyakarta with music royalty payment obligations as regulated under Law
Number 28 of 2014 on Copyright, Government Regulation Number 56 of 2021, and
Ministerial Regulation Number 27 of 2025. The study is motivated by a significant
gap between das sollen and das sein, wherein a number of restaurants and cafes in
Yogyakarta have chosen to cease music playback entirely to avoid royalty payment
obligations. This phenomenon, known as preventive compliance, demonstrates
resistance from business operators against existing regulations. This condition not
only harms music creators who lose their economic rights, but also reflects low
legal awareness among business operators in the field of copyright protection.

This is a field research study employing a descriptive-analytical approach
with a socio-empirical methodology to uncover actual compliance behavior in
practice. The research utilizes primary data obtained through in-depth interviews
and observation of business operators, musicians, and regulatory authorities, as
well as secondary data in the form of legal materials and related literature. The
data are analyzed using legal compliance theories developed by Soerjono Soekanto
and Herbert Kelman to understand the psychological and social dimensions
underlying compliance or non-compliance among business operators. This
research aims to analyze the legal arrangements governing music royalty payment
obligations and to assess the level of compliance among restaurants and cafes in
Yogyakarta through the lens of comprehensive legal compliance principles.

The research findings demonstrate that: First, the music royalty payment
obligation has been comprehensively established through regulations with a fixed
tariff of Rp120,000 (one hundred twenty thousand rupiah) per seat per annum.
Second, the compliance level among restaurants and cafes in Yogyakarta remains
considerably low, with nine of the ten businesses investigated having yet to pay
royalties. The predominant behavior observed was compliance-driven motivation
to avoid legal sanctions, rather than internalization stemming from copyright
awareness. Contributing factors to non-compliance include insufficient legal
knowledge, perceptions of an unreasonable tariff burden, and inadequate
transparency regarding the payment mechanism and royalty distribution process.

Keywords: Copyright, Music Royalty, Restaurants/Cafes, Legal Compliance.
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MOTTO

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

(Penulis)
“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up

and moving into new chapters of your life is about catch and release”

- Taylor Swift
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual
yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra.* Perlindungan ini mencakup dua aspek utama, yaitu
hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta,
sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang
hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaannya.?
Musik sebagai salah satu objek ciptaan yang paling sering dimanfaatkan secara
komersial, memiliki nilai ekonomi yang signifikan, terutama ketika digunakan di
ruang publik seperti restoran dan kafe.> Penggunaan musik di tempat-tempat
tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan bagi pelanggan, tetapi juga sebagai
elemen pendukung suasana bisnis yang dapat meningkatkan daya tarik usaha,
meskipun hal ini sering kali tidak disertai dengan kesadaran penuh akan kewajiban
pembayaran royalti.

Perlindungan hak cipta musik telah lama diakui dalam konteks global
melalui berbagai konvensi internasional. Konvensi Berne Tahun 1886 menjadi

dasar utama perlindungan hak cipta di tingkat internasional. Konvensi ini telah

1 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Malang: Setara Press, 2017), him 32.

2 Yulia. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Lhokseumawe: CV Sefa Bumi Persada, 2021), him 53-
54,

3 Zulkifli Makkawaru, Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik: Pemungutan Royalti oleh Lembaga
Manajemen Kolektif (Bandung: CV Harfa Creative, 2022), him 18.



mengalami beberapa kali revisi, termasuk Revisi Paris Tahun 1971. Konvensi
tersebut mengakui prinsip perlakuan nasional dan memberikan perlindungan hak
cipta secara otomatis tanpa memerlukan formalitas. Indonesia sebagai negara
anggota World Trade Organization (WTO) juga terikat pada Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) yang
mensyaratkan negara anggota untuk memberikan perlindungan minimum terhadap
hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta musik.* Komitmen internasional ini
menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta musik bukan semata-
mata urusan nasional, melainkan bagian dari standar perlindungan hak asasi
manusia di bidang ekonomi dan kebudayaan yang diakui secara universal.
Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa setiap
penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin dan
memberikan imbalan berupa royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta
melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Lembaga Manajemen Kolektif
Nasional (LMKN).® Kewajiban tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau
Musik, yang mengatur mekanisme pengelolaan royalti secara lebih rinci, termasuk

pemungutan royalti dari pelaku usaha seperti restoran dan kafe.® Selain itu,

4 Surya Praha, Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor dalam Konteks Hak Kekayaan
Komunal yang Bersifat Sui Generis (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021), him. 244-258.

5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

® Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau
Musik



Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 hadir sebagai aturan
pelaksana yang memperjelas prosedur pembayaran royalti di ruang publik
komersial, termasuk restoran dan kafe, dengan penekanan pada transparansi,
kemudahan akses bagi pelaku usaha, serta ketentuan transisi untuk izin operasional
LMK yang ada. Regulasi ini juga mengukuhkan peran LMKN sebagai lembaga
sentral non-APBN yang bertanggung jawab atas pengelolaan royalti, guna
memastikan distribusi yang adil kepada pencipta dan pemilik hak terkait.”

Secara normatif aturan tersebut bertujuan memberikan kepastian
hukum bagi semua pihak terkait sekaligus melindungi hak ekonomi pencipta.
Namun dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara das sollen (hukum yang
berlaku) dengan das sein (realitas di lapangan). Beberapa restoran dan kafe di
Yogyakarta, memilih untuk menghentikan pemutaran musik sepenuhnya guna
menghindari kewajiban pembayaran royalti, sebuah fenomena yang semakin marak
pasca-implementasi Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025. Fenomena ini muncul
karena beberapa faktor, seperti kebingungan terhadap mekanisme pembayaran yang
dianggap rumit, beban biaya yang dirasakan tinggi, serta kurangnya sosialisasi
efektif dari instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Kondisi ini mencerminkan bentuk kepatuhan preventif (preventive compliance),
dimana pelaku usaha lebih memilih menghindari risiko hukum daripada mematuhi
regulasi secara aktif, meskipun hal tersebut dapat merugikan industri musik dan

usaha mereka sendiri.®

7 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 27 Tahun 2025

8 “Ramai Fenomena Kafe dan Restoran Stop Putar Musik, PHRI Desak Revisi UU Hak Cipta dan
Transparansi Royalti,” Hukumonline, diakses 29 September 2025,



Permasalahan lain yang turut mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah
kompleksitas dalam struktur dan mekanisme kerja lembaga pengelola royalti.
Sebelum dibentuknya LMKN, terdapat beberapa LMK yang beroperasi di
Indonesia, seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia
(WAMI), dan Anugrah Kreator Indonesia (AKINDO). Keberadaan multiple LMK
ini sempat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha mengenai kepada
siapa seharusnya royalti dibayarkan. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 telah mengatur
konsolidasi pengelolaan royalti melalui LMKN, proses transisi ini memerlukan
adaptasi baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi pengguna musik komersial.
Ketidakjelasan dalam masa transisi dapat menyebabkan pelaku usaha mengambil
sikap wait and see atau bahkan menghindari kewajiban sama sekali.

Di sisi lain ketidakpatuhan pelaku usaha dalam membayar royalti
merugikan pencipta dan musisi karena menghilangkan pendapatan yang menjadi
hak mereka. Royalti menjadi salah satu sumber pendapatan utama dalam industri
musik bagi pencipta lagu, penulis lirik, arranger, dan pemain musik. Ketika karya
mereka digunakan secara komersial tanpa pembayaran royalti yang sesuai, maka
terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang.
Situasi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengurangi insentif
bagi para kreator untuk terus berkarya dan berinovasi dalam industri musik

Indonesia.

https://www.hukumonline.com/berita/a/ramai-fenomena-kafe-dan-restoran-stop-putar-musik--
phri-desak-revisi-uu-hak-cipta-dan-transparansi-royalti-1t6895bdd4b6d01/



https://www.hukumonline.com/berita/a/ramai-fenomena-kafe-dan-restoran-stop-putar-musik--phri-desak-revisi-uu-hak-cipta-dan-transparansi-royalti-lt6895bdd4b6d01/
https://www.hukumonline.com/berita/a/ramai-fenomena-kafe-dan-restoran-stop-putar-musik--phri-desak-revisi-uu-hak-cipta-dan-transparansi-royalti-lt6895bdd4b6d01/

Fenomena kepatuhan preventif ini menjadi semakin relevan di tengah
perkembangan industri kreatif pasca-pandemi COVID-19, dimana musik sering
menjadi alat promosi bisnis. Namun tanpa kepatuhan yang baik, pencipta musik
seperti musisi lokal di Yogyakarta kehilangan hak ekonominya sementara pelaku
usaha kehilangan peluang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik
pelaksanaannya. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif DJKI sebagai
regulator, pelaku usaha restoran dan kafe sebagai pengguna musik, serta musisi
sebagai pencipta.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai
kepatuhan restoran dan kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti
musik dengan menyoroti kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 beserta peraturan turunannya dengan
realitas praktik di lapangan. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana prinsip
perlindungan hukum dan prinsip kepatuhan hukum dapat diwujudkan dalam praktik
pemungutan royalti musik serta bagaimana peran para pihak yang terlibat. Oleh
karena itu, penulis memilih judul penelitian yaitu “Kepatuhan Hukum Restoran

dan Kafe terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Musik di Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai

berikut:



1. Bagaimana pengaturan kewajiban pembayaran royalti musik bagi restoran
dan kafe berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah kepatuhan restoran dan kafe di Yogyakarta dalam pembayaran

royalti musik telah sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewajiban pembayaran
royalti musik bagi restoran dan kafe berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

2. Untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan restoran dan kafe di
Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti musik, dengan ditinjau
dari perspektif prinsip kepatuhan hukum.

Setelah tercapainya tujuan penelitian maka penelitian ini akan
mempunyai nilai kegunaan. Adapun kegunaan yang diharapkan sehubungan
dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik
dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata di bidang hak
cipta. Kajian ini memperkaya literatur mengenai kepatuhan hukum dalam
implementasi  kewajiban ~ pembayaran  royalti  musik, dengan

menitikberatkan pada analisis prinsip kepatuhan hukum.



2. Secara praktis
Bagi pemerintah dan lembaga terkait, hasil penelitian ini dapat
menjadi masukan dalam upaya memperkuat mekanisme implementasi
pembayaran royalti musik agar lebih efektif, transparan, dan dapat diterima
oleh pelaku usaha. Bagi pelaku usaha restoran dan kafe, penelitian ini dapat
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kewajiban
hukum mereka, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi

potensi sengketa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu hal yang paling penting dalam sebuah
penelitian karena berisikan mengenai kajian terhadap penelitian terdahulu yang
membahas tentang subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi.
Tujuan dari telaah pustaka antara lain untuk mengetahui sejauh mana penelitian
yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan agar tidak terjadi kesamaan
dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis memamparkan beberapa
karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, diantaranya sebagai berikut:

Pertama adalah Skripsi yang disusun oleh Dio Alvinda Oktaviano
dengan judul “Kesadaran Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban
Pembayaran Royalti Lagu Dalam Live Performance (Studi Pada Kafe Di Sentra

Kafe Sudimoro Kota Malang)”.® Penelitian ini mengkaji kesadaran hukum para

° Dio Alvinda Oktaviano, Kesadaran Hukum Pemilik Kafe terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti
Lagu dalam Live Performance (Studi pada Kafe di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang) (Skripsi,
Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)



pemilik kafe di Malang terkait kewajiban pembayaran royalti lagu pada live
performance berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang
menghasilkan temuan bahwa tingkat kesadaran hukum berada pada level rendah
berdasarkan indikator yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan
perilaku hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis
terletak pada penekanan aspek empiris terhadap kepatuhan kafe. Adapun
perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah tidak membahas
konsep kepatuhan preventif atau dampak implementasi Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi fokus
utama penelitian ini di wilayah Yogyakarta.

Kedua adalah skripsi yang disusun oleh Herdiansyah Arif Dermawan
dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Royalti
Pemutaran Musik Di Cafe Dan Restoran”.'® Penelitian tersebut menganalisis
perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas royalti pemutaran musik di
kafe dan restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang menghasilkan temuan
bahwa perlindungan mencakup aspek preventif melalui lisensi Lembaga
Manajemen Kolektif Nasional serta represif berupa sanksi ganti rugi atau
pidana melalui Pengadilan Niaga. Persamaan penelitian tersebut dengan
penelitian penulis terletak pada penyediaan dasar normatif yang kuat untuk

analisis regulasi. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian

10 Herdiansyah Arif Dermawan, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Royalti
Pemutaran Musik di Cafe dan Restoran (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan,
2022)



penulis adalah bersifat normatif murni tanpa membahas kepatuhan preventif
atau dampak implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi fokus utama penelitian ini di wilayah
Yogyakarta.

Ketiga adalah Skripsi yang disusun oleh Fattaahul Makhfudh dengan
judul “Kepatuhan Sejumlah Pemilik Kafe Di Kota Yogyakarta Terhadap
Hukum Royalti Hak Cipta Musik: Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum
Islam”.** Penelitian tersebut mengeksplorasi kepatuhan pemilik kafe di
Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti hak cipta musik secara
komparatif antara hukum positif dan hukum Islam, yang menghasilkan temuan
bahwa tingkat kepatuhan masih rendah akibat minimnya pemahaman regulasi,
lemahnya pengawasan, dan kurangnya internalisasi nilai Islam, dengan potensi
integrasi kedua sistem hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku
usaha sekaligus memperkuat legitimasi kewajiban pembayaran royalti secara
normatif dan syar’i. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis
terletak pada kesamaan lokasi Yogyakarta dan tema kepatuhan dengan
pendekatan komparatif. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan
penelitian penulis adalah tidak secara spesifik membahas kepatuhan preventif
seperti penghentian pemutaran musik untuk menghindari kewajiban royalti atau

dampak implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

11 Fattaahul Makhfudh, Kepatuhan Sejumlah Pemilik Kafe di Kota Yogyakarta terhadap Hukum
Royalti Hak Cipta Musik: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Skripsi, Fakultas Syariah dan
Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025)



Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi fokus utama penelitian ini dengan
integrasi perspektif dari DJKI, pelaku usaha, dan musisi.

Keempat adalah Skripsi yang disusun oleh Naga Arif Daulay dengan
judul “Penerapan Royalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen
Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Di
Restoran Dan Kafe Di Kota Batam”.}? Penelitian tersebut mengevaluasi
pelaksanaan pemungutan royalti performing rights oleh Lembaga Manajemen
Kolektif Nasional di restoran dan kafe Kota Batam berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang menghasilkan temuan bahwa
implementasi belum optimal dengan hanya kurang dari 5% kafe yang
membayar tarif Rp120.000 per kursi per tahun akibat sistem manual, kurangnya
sosialisasi, dan penolakan dari pelaku usaha, meskipun regulasi bertujuan
melindungi hak cipta dalam kegiatan komersial. Persamaan penelitian tersebut
dengan penelitian penulis terletak pada penyorotan peran LMKN dan hambatan
implementasi dalam konteks empiris, yang mendukung analisis kepatuhan kafe.
Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus
pada lokasi Batam dan pungutan royalti tanpa membahas kepatuhan preventif
atau integrasi wawancara dengan musisi serta DJKI, serta belum mencakup
dampak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun

2025, yang menjadi fokus utama penelitian ini di wilayah Yogyakarta.

2 Naga Arif Daulay, Penerapan Royalti Performing Rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif
Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 di Restoran dan Kafe di Kota
Batam (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)
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Kelima adalah artikel jurnal yang disusun oleh Farrell Ezra Makahinda,
Hendrik Pondaag, dan Firdja Baftim dengan judul “Tinjauan Yuridis
Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta”.™® Penelitian tersebut meninjau mekanisme pembayaran royalti
kepada pemegang hak cipta serta proses penegakan hukum terhadap
pelanggaran pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menghasilkan temuan bahwa mekanisme
pembayaran diatur melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang
dibentuk pemerintah untuk mengurus royalti di Indonesia. Persamaan penelitian
tersebut dengan penelitian penulis terletak pada dasar yuridis yang kuat
mengenai mekanisme royalti dan penegakan hukum. Adapun perbedaan
penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah tidak secara spesifik
membahas konteks kafe atau restoran, kepatuhan preventif, perspektif multi-
stakeholder seperti DJKI, pelaku usaha, dan musisi, serta dampak Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi

fokus utama penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris di Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik
Kerangka teoretik memegang peranan krusial dalam sebuah penelitian

hukum. Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis dalam menghasilkan

13 Farrell Ezra Makahinda, Hendrik Pondaag, dan Firdja Baftim, “Tinjauan Yuridis Pembayaran
Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Lex Crimen, Vol.
12, No. 4 (2024): 1-15
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jawaban konseptual dari rumusan penelitian.’* Teori- teori yang digunakan

sebagai berikut:

1. Teori Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu cabang hak kekayaan intelektual yang
memberikan perlindungan hukum terhadap karya di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra. Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta
mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.
Hak tersebut lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hak cipta tidak
memerlukan pendaftaran formal untuk memperoleh perlindungan hukum.
Dengan demikian, pencipta dapat langsung memperoleh perlindungan
hukum atas karya intelektual yang dihasilkannya.

Dalam kerangka hak cipta, terdapat dua aspek utama yang saling
melengkapi, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi
kepentingan non-ekonomi pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai
pencipta dan hak untuk menentang perubahan yang merusak integritas
karya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan pencipta hak eksklusif
untuk memperoleh manfaat finansial dari karya mereka, termasuk hak

reproduksi, distribusi, penyewaan dan pemberian lisensi, yang sering kali

14 Gunardi, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, edisi pertama (Jakarta: Damera Press, 2022), him.
51-55
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diwujudkan melalui mekanisme pembayaran royalty atas penggunaan
komersial karya tersebut.

Aplikasi teori ini dalam penelitian adalah sebagai kerangka analitik
yang esensial untuk mengeksplorasi interaksi antara norma-norma hukum
yang berlaku dan realitas praktik empiris di tingkat lapangan. Teori ini tidak
semata-mata memberikan landasan filosofis bagi perlindungan atas karya
intelektual, melainkan juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat derajat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi
kewajiban pembayaran royalti, sehingga memungkinkan pemahaman yang
lebih mendalam mengenai kesenjangan antara idealitas regulasi dan

implementasi sehari-hari.

. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menekankan pada upaya negara dan
sistem hukum untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak individu
atau kelompok, khususnya hak asasi manusia (HAM), agar terhindar dari
pelanggaran atau kerugian. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan
hukum bagi rakyat Indonesia mencakup dua bentuk utama: preventif
(pencegahan) melalui regulasi yang jelas dan represif (penegakan) melalui
mekanisme sanksi atau ganti rugi. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan

hukum harus bersifat proaktif, di mana negara bertanggung jawab untuk
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menciptakan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu,
termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual.®

Pendapat ini didukung oleh Satjipto Rahardjo, Yyang
mendefinisikan  perlindungan hukum sebagai upaya melindungi
kepentingan seseorang melalui alokasi kekuasaan berbasis HAM, sehingga
hak ekonomi seperti royalti bagi pencipta musik dapat terjamin tanpa
merugikan pihak lain. Selain itu, C.S.T. Kansil menyatakan bahwa
perlindungan hukum meliputi segala upaya untuk menjamin hak-hak warga
negara melalui instrumen hukum yang universal dalam negara hukum.
Dalam perspektif Indonesia, teori ini selaras dengan prinsip negara hukum
(rechtsstaat) yang menjamin perlindungan hak cipta sebagai bagian dari
HAM ekonomi.!®

Aplikasi teori ini dalam penelitian adalah untuk menilai sejauh
mana regulasi hak cipta memberikan perlindungan seimbang bagi pencipta
musik (sebagai pemegang hak ekonomi) dan pelaku usaha restoran/kafe
(sebagai pengguna komersial). Teori ini akan digunakan untuk menganalisis
efektivitas mekanisme preventif dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025, seperti sosialisasi dan transparansi,

serta implikasinya terhadap kepatuhan preventif di Yogyakarta.

15 Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman,
dan Dzulfikri Syarifuddin, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam
Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” Das Sollen:
Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, VVol. 02, No. 01 (2023): hal 13-15

16 Febrian Hilmi Firdaus, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pengendali Data Pribadi di
Masa Depan,” Masalah-Masalah Hukum, Vol. 53, No. 2 (Juli 2024): 136
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3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem
yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure),
substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).
Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan bagaimana
hukum bekerja dalam masyarakat.!” Struktur hukum berkaitan dengan
lembaga-lembaga yang menjalankan hukum, termasuk organisasi,
kewenangan, serta fungsi lembaga dalam pelaksanaan dan penegakan
hukum. Dalam penelitian ini, struktur hukum berkaitan dengan lembaga
yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembayaran royalti
musik, termasuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta bagaimana fungsi,

kewenangan, sosialisasi, pelayanan, dan pengawasan dilaksanakan.

Substansi hukum berkaitan dengan norma, aturan, hak, kewajiban,
prosedur, dan ketentuan yang mengatur suatu persoalan hukum. Dalam
penelitian ini, substansi hukum berkaitan dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025,

17 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell
Sage Foundation, 1975), him. 6-15.
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serta ketentuan mengenai tarif, mekanisme pembayaran, pengelolaan, dan
sanksi yang berkaitan dengan penggunaan musik secara komersial.*®

Budaya hukum berkaitan dengan sikap, pandangan, nilai, kebiasaan,
dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian ini, budaya
hukum digunakan untuk memahami bagaimana restoran dan kafe
memandang kewajiban pembayaran royalti, apakah kewajiban tersebut
dipandang sebagai kewajiban hukum yang perlu dilaksanakan, sebagai
beban usaha, atau sebagai kewajiban yang baru perlu dipenuhi Kketika
terdapat risiko penegakan hukum.

4. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum (legal compliance) secara konseptual merujuk
pada kondisi di mana subjek hukum, baik individu maupun badan hukum,
berperilaku sesuai dengan norma hukum vyang berlaku dalam suatu
yurisdiksi tertentu. Kepatuhan hukum tidak hanya mencakup dimensi
perilaku eksternal yang dapat diamati, tetapi juga melibatkan aspek
psikologis berupa kesadaran dan penerimaan terhadap legitimasi norma
hukum tersebut. Dalam konteks ini, kepatuhan dapat bersifat instrumental
yang didorong oleh sanksi atau ekspresif yang didasari oleh internalisasi

nilai-nilai hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kepatuhan hukum

18 Rianda Dirkareshza, Monica Hermala Rahayu, Nursanti Mardiyati, dan Aisyah Nikita Permata
Putri, “Urgensi Reformulasi Mekanisme Pemungutan Royalti Musik bagi UMKM Restoran
sebagai Solusi atas Paradoks Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia,” Jurnal BATAVIA 2, no.
3 (Mei 2025): him 167.
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memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan
perspektif normatif, sosiologis, dan psikologis.

Secara teoretis, kepatuhan hukum dapat dipahami melalui berbagai
perspektif. Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang menjadi
sebab masyarakat mematuhi hukum, yaitu:'® Pertama, karena hukum
memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan individu dalam
masyarakat. Kedua, kepatuhan muncul karena adanya compliance, yaitu
sikap taat yang didorong oleh harapan akan memperoleh keuntungan
tertentu atau keinginan untuk menghindari hukuman. Ketiga, ada pula
kepatuhan yang timbul karena identification, yakni seseorang menaati
hukum bukan karena memahami nilai intrinsik dari aturan tersebut,
melainkan karena dorongan untuk menjaga hubungan baik dengan
kelompok sosialnya. Keempat, kepatuhan dapat bersumber dari
internalization, yaitu ketika nilai-nilai yang terkandung dalam hukum telah

menyatu dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki serta menelusuri
suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti
untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil

kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah

19 Jamaludin Ghafur, “Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat terhadap
Hukum,” Jurnal Serambi Hukum Vol. 14, No. 2 (2021): hlmn 3-4.
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agar mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Oleh
karena itu penulis menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan
(field research). Penelitian lapangan yaitu sebuah jenis penelitian yang
mengkaji secara intensif mengenai latar belakang keadaan saat ini dan
interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, dan lembaga dalam
masyarakat, khususnya terkait fenomena kepatuhan preventif restoran dan
kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti musik
berdasarkan regulasi hak cipta. Adapun penelitian akan dilaksanakan pada

beberapa restoran dan kafe di Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan
untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai tingkat kepatuhan restoran dan kafe di Yogyakarta terhadap
ketentuan pembayaran royalti musik, termasuk faktor-faktor seperti
kebingungan mekanisme, beban biaya, dan kurangnya sosialisasi, serta
perspektif multi-stakeholder dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
(DJKI), pelaku usaha, dan musisi.

Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menguraikan dan

menganalisis data yang diperoleh, baik data normatif maupun empiris,
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dengan menggunakan teori-teori hukum yang telah ditetapkan seperti teori
hak cipta, teori perlindungan hukum dan teori kepatuhan hukum.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis-empiris digunakan untuk menggali dan
menganalisis perilaku pelaku usaha restoran dan kafe di Yogyakarta dalam
mematuhi kewajiban pembayaran royalti musik. Pendekatan ini
menekankan observasi terhadap realitas sosial, sikap, pemahaman,
hambatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka
terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Data empiris diperoleh melalui
wawancara dan observasi lapangan, kemudian dianalisis untuk melihat

kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di masyarakat.

. Sumber Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer
dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara
dengan 10 (sepuluh) pemilik dan/atau pengelola restoran atau kafe
sebagai pelaku usaha, musisi lokal di Yogyakarta sebagai pencipta serta
perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai
regulator.

b. Data Sekunder
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Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dari
berbagai sumber yang terverifikasi. Data sekunder yang dijadikan studi
kepustakaan tersebut terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Adalah bahan hukum yang mengikat
terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan
bahan hukum primer Adalah:

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;

c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27

Tahun 2025 tentang Mekanisme Pengelolaan Royalti,

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti
literatur-literatur, buku-buku, jurnal hukum, pendapat-pendapat
para ahli serta hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan
yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang memadai, penelitian ini

menggabungkan beberapa metode yang terbagi atas:

a. Wawancara
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Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara merupakan
salah satu bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dengan
responden yang tersusun secara sistematis. Wawancara ini akan
dilakukan dengan respondennya yaitu 10 pemilik atau pengelola
restoran atau kafe sebagai pelaku usaha, musisi lokal di Yogyakarta
sebagai pencipta serta perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI) sebagai regulator.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka (library research) adalah Kkegiatan yang
dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi penelitian
melalui berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, dan artikel yang
berkaitan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti. Studi
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan
dengan ketentuan hukum hak cipta musik dan kewajiban pembayaran
royalti. Teknik ini mencakup penelaahan terhadap Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan
pelaksananya, literatur hukum terkait teori hak cipta, teori perlindungan
hukum dan teori kepatuhan hukum. Selain itu, penelitian ini juga
mengkaji buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen
relevan lainnya guna mendukung kajian normatif dan teoritis.

6. Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif.

Analisis data deduktif adalah pendekatan yang dimulai dengan teori atau
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konsep umum, kemudian digunakan untuk menganalisis data yang lebih
spesifik. Dalam konteks penelitian ini, analisis deduktif dimulai dengan
teori hak cipta, teori perlindungan hukum dan teori kepatuhan hukum, serta
ketentuan normatif dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025. Setelah itu, data yang diperoleh dari
wawancara atau observasi di lapangan digunakan untuk menguji atau
membuktikan apakah teori-teori tersebut relevan dan sesuai dengan kondisi
yang ada di lapangan. Dengan kata lain, analisis deduktif berfungsi untuk
menguji hipotesis atau teori yang sudah ada dengan data konkret, sehingga
menghasilkan kesimpulan yang lebih terarah berdasarkan teori yang telah
dipilih sebelumnya. Analisis juga dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan
menjabarkan hasil dari penelitian setelah data didapatkan dan kemudian

dianalisis.

G. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian yang berjudul “Kepatuhan Hukum Restoran dan Kafe
terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Musik di Yogyakarta. Sistematika
pembahasan akan dibagi kedalam beberapa bab sebagai berikut:
Bab | merupakan pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
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Bab pendahuluan dimaksudkan untuk memberikan dasar argumentasi akademik
atas pentingnya penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab Il merupakan tinjauan umum, bab ini menguraikan tinjauan umum
terkait konsep hak cipta, royalti, pencipta lagu, pelaku usaha dan kepatuhan
hukum sebagai landasan konseptual penelitian.

Bab 11l merupakan objek penelitian, bab ini menjelaskan terkait
gambaran umum restoran dan kafe di Yogyakarta. Bab ini juga membahas peran
dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan royalti
serta ketentuan yang mengatur kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku
usaha, termasuk restoran dan kafe yang memanfaatkan musik sebagai sarana
komersial.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini memuat
hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara
dengan pihak-pihak terkait, yaitu pelaku usaha restoran/kafe, DJKI, dan musisi.
Selanjutnya hasil tersebut dianalisis berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan teori yang telah ditetapkan, untuk menjawab
rumusan masalah penelitian.

Bab V merupakan penutup, bab ini memuat kesimpulan dari
keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan juga saran yang berupa kritik,
masukan atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan dari topik
pembahasan. Pada akhir bab ini dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-

lampiran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas dua rumusan
masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu
dan/atau musik secara komersial pada restoran dan kafe di Indonesia telah
memiliki dasar hukum yang cukup jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta Peraturan
Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Pengaturan tersebut menempatkan
penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial sebagai bentuk pemanfaatan
hak ekonomi pencipta yang pada prinsipnya menimbulkan kewajiban
pembayaran royalti. Pengelolaan royalti dilakukan melalui mekanisme lisensi
dan penghimpunan serta pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen
Kolektif Nasional (LMKN). Ketentuan tarif yang menjadi acuan adalah
Rp120.000,00 per kursi per tahun bagi restoran dan kafe. Dengan demikian,
secara normatif kewajiban pembayaran royalti bagi restoran dan kafe telah
memiliki dasar hukum dan mekanisme pengaturan yang jelas. Namun,
keberadaan pengaturan tersebut belum sepenu

2. Kepatuhan restoran dan kafe di Yogyakarta dalam pembayaran royalti musik
belum sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum. Berdasarkan hasil penelitian

terhadap sepuluh pelaku usaha, sebagian besar belum melaksanakan kewajiban
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pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagian pelaku usaha memilih menghentikan sementara pemutaran musik,
menggunakan musik bebas hak cipta, atau tetap memutar musik tanpa
membayar royalti. Ditinjau berdasarkan teori kepatuhan hukum Soerjono
Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih
berada pada tahap compliance dan belum mencapai tahap internalization,
sehingga kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah. Rendahnya kepatuhan
dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, anggapan bahwa tarif royalti belum
proporsional bagi pelaku UMKM, serta kurangnya transparansi dalam
mekanisme pembayaran dan pendistribusian royalti. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan sosialisasi, transparansi pengelolaan royalti, serta
evaluasi kebijakan agar pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti dapat
berjalan lebih efektif dan mendorong meningkatnya kepatuhan hukum pelaku

usaha restoran dan kafe.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, peneliti
mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan
sebagai upaya perbaikan sistem perlindungan hak cipta musik di Indonesia,

khususnya dalam konteks penggunaan komersial oleh restoran dan kafe.

a. Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu
segera diprioritaskan, dengan memasukkan ketentuan yang lebih eksplisit
dan operasional mengenai klasifikasi tarif royalti berdasarkan skala usaha.

Penerapan tarif yang seragam tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi
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riil pelaku usaha terbukti menjadi hambatan struktural bagi terwujudnya
kepatuhan. Revisi hendaknya memuat ketentuan yang memungkinkan
pembedaan tarif antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha
berskala besar, sebagai bentuk pengejawantahan asas keadilan dalam

hukum kekayaan intelektual.

LMKN perlu membangun dan mengoperasikan sistem data terpusat yang
transparan, yang memungkinkan pelaku usaha mengetahui secara jelas
perhitungan kewajiban mereka, sekaligus memungkinkan pencipta
memantau kapan dan di mana karyanya diputar serta berapa royalti yang
seharusnya mereka terima. Ketiadaan sistem semacam ini tidak hanya
merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan

publik terhadap keseluruhan sistem pengelolaan royalti.

Pelaku usaha restoran dan kafe yang memutar musik dalam kegiatan
usahanya perlu segera mengambil langkah aktif untuk memahami
kewajiban hukum yang melekat pada kegiatan tersebut. Penelitian ini
menemukan bahwa banyak pelaku usaha sebenarnya bersedia untuk patuh,
namun terhambat oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur. Oleh
karena itu, pelaku usaha dianjurkan untuk secara proaktif mencari informasi
resmi melalui kanal-kanal yang disediakan oleh DJKI dan LMKN, dan tidak

semata-mata mengandalkan informasi yang beredar di media sosial.
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